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Tak Dapat Pertanggung Jawabkan Dana Hibah, Mantan Bendahara Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Dihadapkan di Pengadilan Negeri 

Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin 

 
Sumber gambar: 

https://jejakrekam.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221005-WA0305-e1665017093838.jpg 

 

Sidang berlangsung pada Rabu (5/10/2022), dengan agenda pemeriksaan saksi oleh 

majelis hakim yang dipimpin oleh Jamsir Simanjuntak dan didampingi Ahmad Gawie 

dan Arief Winarno, di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin. 

Jaksa penuntut umum (JPU) Setyo Wahyu menyebut dalam dakwaannya, pada tahun 

2020 Bawaslu Kabupaten Banjar menerima dana hibah yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Banjar sebesar Rp 16.296.093.000. 

Penggunaan dana hibah per 31 Desember 2020 terserap Rp 13.132.248.863, sehingga 

ada sisa Rp 3.163.844.173. 

Sisa dana tersebut kembali digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan Pilkada di 

bulan Januari-Februari 2021 terkait masih berlangsungnya gugatan sengketa pemilihan 

calon bupati/wakil bupati. Sehingga terdapat sisa dana hibah sebesar Rp 1.229.907.500 

yang wajib dikembalikan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Banjar. 

Namun, hingga tiga bulan sejak penetapan calon terpilih, di dalam rekening bendahara 

hanya terdapat dana Rp 102.634.864, yang akhirnya dikembalikan oleh Ideham Khalik 

selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar ke kas umum daerah. 

Tak hanya itu, dalam temuan terdakwa juga tidak bisa mempertanggungjawabkan dana 

sebesar Rp 229.500.619. 

Saat pemeriksaan saksi, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajeri Tamjidillah 

memaparkan, bahwa administrasi dan pengelolaan serta pertanggungjawaban adalah 

ranah sekretariatan. 

“Komisioner tidak terlibat dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan. 

Sebagaimana dana hibah sebelum mengajukan ke Pemda sebesar Rp 16,2 miliar, yang 

diperuntukan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020 yang lalu,” kata Fajeri Tamjidillah. 

Setelah keterangan saksi Fajeri Tamjidillah, ketua Majelis hakim mengagendakan 

sidang dilanjutkan pada Rabu (12/10/2022) agenda keterangan saksi 
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Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Seorang oknum anggota Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berinisial SP 

disidang sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan dakwaan telah 

menyelewengkan dana Pilkada 2020 sebesar Rp1,3 miliar lebih. 

"Hari ini kami hadirkan satu saksi di persidangan yaitu mantan Kabid Perbendaharaan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar Abdullah 

Fathar," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Setyo Wahyu di Banjarmasin, Rabu. Dari 

penjelasan saksi, diketahui Bawaslu Banjar menerima hibah khusus dari Pemkab Banjar 

senilai kurang lebih Rp16 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Banjar tahun 2020. 

Dana itu dianggarkan Pemkab berasal dari APBN melalui dana alokasi umum (DAU) 

untuk Bawaslu Kabupaten Banjar yang sifatnya dana hibah khusus. Abdullah di 

hadapan Ketua Majelis Hakim Jamser Simanjuntak bersama dua anggota Majelis 

Ahmad Gawi dan Arief Winarno menyebut nilai besaran anggaran disusun dan diajukan 

sendiri oleh Bawaslu Banjar kepada Pemkab melalui Badan Kesbangpol Kabupaten 

Banjar. 

Setelah melalui proses-proses evaluasi, usulan tersebut disetujui dan dilakukan 

pencairan bertahap dalam dua kali pencairan. Pertama sebesar Rp6 miliar dan sisanya 

pada pencairan kedua. Setelah dana dihibahkan, seluruh pengelolaan dana sepenuhnya 

menjadi kewenangan Bawaslu Banjar. 

Atas keterangan saksi, terdakwa yang hadir secara virtual dari Lapas Perempuan 

Martapura tidak menyatakan bantahan atau sanggahan.Dalam dakwaan JPU terdakwa 

SP selaku Bendahara Pengeluaran Bawaslu Banjar telah menyelewengkan dana senilai 

Rp1,3 miliar lebih dari dana  anggaran Bawaslu Banjar untuk penyelenggara Pilkada 

Banjar tahun 2020 yang totalnya Rp16 miliar. 

Terdakwa bahkan diketahui sempat bersandiwara bahwa ia menjadi korban perampokan 

sehingga dana Rp1,3 miliar lebih tersebut hilang. Namun penyidik Polres Banjar saat itu 

tak langsung percaya karena ada begitu banyak kejanggalan dari pengakuannya. Dalam 

penyidikan, akhirnya SP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyelewengkan 

dana tersebut. 

Penyidik menjeratnya dua pasal tindak pidana korupsi, yakni pada dakwaan primair 

Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

PemberantasanTindak Pidana Korupsi. 

 

Sedangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 jo pasal 18 undang-undang yang sama. 
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Sumber berita: 

1. https://jejakrekam.com/2022/10/06/tak-dapat-pertanggung-jawabkan-dana-hibah-

mantan-bendahara-bawaslu-kabupaten-banjar-dihadapkan-di-pn-tipikor-

banjarmasin/ 

2. https://elshinta.com/news/279377/2022/09/14/oknum-bawaslu-banjar-disidang-

karena-selewengkan-dana-rp13-miliar 

 

Catatan: 

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam  

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB I Pengelola Keuangan Daerah 

E. Pengguna Anggaran 

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: 

huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

 

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

C. Pendapatan Daerah 

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1. Huruf a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 

2. Huruf c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang 

berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan 

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang 

peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Huruf d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak 

berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran 

atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi.  

4. Huruf e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 

2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut: 

Huruf e. Belanja Hibah 

https://jejakrekam.com/2022/10/06/tak-dapat-pertanggung-jawabkan-dana-hibah-mantan-bendahara-bawaslu-kabupaten-banjar-dihadapkan-di-pn-tipikor-banjarmasin/
https://jejakrekam.com/2022/10/06/tak-dapat-pertanggung-jawabkan-dana-hibah-mantan-bendahara-bawaslu-kabupaten-banjar-dihadapkan-di-pn-tipikor-banjarmasin/
https://jejakrekam.com/2022/10/06/tak-dapat-pertanggung-jawabkan-dana-hibah-mantan-bendahara-bawaslu-kabupaten-banjar-dihadapkan-di-pn-tipikor-banjarmasin/
https://jejakrekam.com/2022/10/06/tak-dapat-pertanggung-jawabkan-dana-hibah-mantan-bendahara-bawaslu-kabupaten-banjar-dihadapkan-di-pn-tipikor-banjarmasin/
https://elshinta.com/news/279377/2022/09/14/oknum-bawaslu-banjar-disidang-karena-selewengkan-dana-rp13-miliar
https://elshinta.com/news/279377/2022/09/14/oknum-bawaslu-banjar-disidang-karena-selewengkan-dana-rp13-miliar
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1. Angka 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik 

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Angka 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam 

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan 

pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Angka 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, 

program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan 

manfaat untuk masyarakat. 

4. Angka 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci 

menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan 

sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk 

belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah 

daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Angka 5) Belanja hibah diberikan kepada:  

a. Huruf a) pemerintah pusat  

1) Angka (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja 

dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah 

kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.  

2) Angka (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih 

pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3) Angka (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi 

urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat 

memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu 

tanda penduduk elektronik. 
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4) Angka (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk 

elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD 

maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.  

5) Angka (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 

1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.  

b. Huruf b) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya 

diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Huruf c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

d. Huruf d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam 

rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari 

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang 

atau jasa.  

e. Huruf e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia  

1) Angka (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2) Angka (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit:  

a) Huruf (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;  

b) Huruf (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa 

setempat atau sebutan lainnya; dan  

c) Huruf (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar 

wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian 

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah 

pemberi hibah. 

3) Angka (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan 

dengan persyaratan paling sedikit:  



 

Catatan Berita UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Suryo Hadi Nugroho  6  

a) Huruf (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan 

hukum dan hak asasi manusia;  

b) Huruf (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan; dan  

c) Huruf (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. 

d) Huruf (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan 

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan 

keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

6. Angka 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:  

a. Huruf a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  

b. Huruf b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;  

c. Huruf c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:  

1) Angka (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih 

pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan;  

2) Angka (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

3) Angka (3) partai politik dan/atau  

4) Angka (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;  

a) Huruf d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan.  

b) Huruf e) memenuhi persyaratan penerima hibah. 

7. Angka 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada 

Kepala Daerah.  

8. Angka 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan hibah yang diterimanya.  

9. Angka 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan 

peraturan kepala daerah. 

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam: 
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah 

Daerah 

 Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak 

atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau 

sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan 

dilakukan melalui perjanjian. 

 Pasal 2 Hibah Daerah meliputi: 

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah; 

 Pasal 3 

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa 

 Pasal 4 

(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a dapat berasal dari: 

a. Pemerintah;  

b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau 

c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. 

 Pasal 19  

(1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau 

pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk 

kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.  

(4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk 

kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

 Pasal 28 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah 

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. 

(2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
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 Pasal 29 

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan 

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan 

menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. 


